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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penegakan hukum terhadap kejahatan 
narkotika ditinjau dari aspek kriminologi dengan menggunakan metode kualitatif data 
diperoleh melalui studi pustaka hasil analisis Undang-undang  narkotika dan 
psikotropika.Undang-Undang Narkotika Nomor 22 tahun1997dan UU Psikotropika No 
5/1997 perlu diamandemen.Kedua undang –undang itu tidak menempatkan pemakai 
napza(narkotika, psikotropika,dan zat adiktif lainnya) sebagai korban,sehingga segala 
upaya untuk mengurangi dampak buruk dari pemakan napza agak sulit dilakukan. Selama 
ini  pemakai napza juga ikut ditangkap aparat keamanan. Padahal, seharusnya yang 
ditangkap itu adalah pengedar. Pemakai itu hanya korban . Oleh karena itu, perludilakukan 
amandemen terhadap kedua UU tersebut, agar  upaya pengurangan dampak buruk bisa 
dilakukan segera. 
Kata kunci: penegakan hukum, kejahatan narkotika, kriminologi. 
 
Abstract 
This study aimed to describe the law enforcement against narcotics crimes in terms of aspects of 
criminology using qualitative methods of data obtained through the analysis of literature study drug 
laws and psikotropika. Undang-Narcotics Law No. 22 tahun1997 dan UU Psikotropika No. 5/1997 
need diamandement. The second legislation - the law does not put the wearer drugs (narcotics, 
psychotropic and other addictive substances) as victims, so that any attempt to reduce the harm of 
drug-eating rather difficult. During the drug using security forces also arrested. In fact, it was 
supposed to be arrested traffickers. User it just the victim. Therefore, needs to be done second 
amendment to the Act, in order to harm reduction efforts can be done immediately. 
Key words: law enforcement, narkotika crime, criminology. 
 
A. PENDAHULUAN 
Perihal tentang kejahatan narkotika mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita 
semua. Hal ini dapat diketahui dari maraknya pemberitaan di media massa mengenai 
kasus-kasus narkotika dan obat-obatan terlarang yang berhasil diungkap oleh aparat 
kepolisian, mulai dari memiliki, menyimpan, memakai, mengedarkan sampai 
memproduksi. Kenyataan yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini adalah 
meningkatnya penggunaan narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya.  
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Penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta obat-obat terlarang lainya tidak 
hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil lainnya, dengan 
merambah ke semua lapisan masyarakat mulai dari lapisan kalangan atas, menengah 
sampai kalangan masyarakat bawah dengan segala latar belakang kehidupan, status, dan 
tingkat usia. Kondisi ini memprihatinkan dan sangat mengkhawatirkan. Keprihatinan dan 
kekhawatiran kita ini tentu sangat beralasan. Harapan untuk mewujudkan sebuah tatanan 
sosial yang ramah tamah, sehat, lingkungan yang selalu diwarnai oleh suasana keakraban 
dan lain-lain, harus rusak karena akibat yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika dan 
sejenisnya. 
Lantas apakah sebenarnya dampak dan akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya 
penggunaan narkotika dan sejenisnya bagi lingkungan sosial masyarakat kita? 
Bagaimanakah kejahatan narkotika di lihat dari kriminologi? Tindakan dari beberapa 
oknum yang sengaja menggunakan narkotika dan  mengedarkan narkotika, harus 
diantisipasi terlebih dini, baik pada tingkat lingkungan keluarga sampai lingkungan 
masyarakat agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas di kalangan masyarakat.  
Sebagai gejala sosial, maka yang diperhatikan adalah manusia pelakunya dalam 
kedududkannya ditengah-tengah masyarakat. Atau dengan kata lain kriminologi 
memperhatikan ”penjahatnya”. Kalau hukum pidana memperhatikan ”peristiwanya”, lalu 
menoleh kepada penjahatnya, kemudian menghukum penjahatnya. Tindakan yang itulah 
yang tidak terdapat dalam kriminologi tidak mempunyai perhatian atas proses 
penghukuman itu. Hal disebabkan bahwa kriminologi pun mencipatakan suatu masyarakat 
aman dan tentram.2 
Selain upaya preventif yang dilakukan oleh masyarakat, upaya represif harus terus 
diupayakan oleh aparatur hukum yang berkompeten. Sebagai dasar tindakan bagi aparatur 
hukum negara menyediakan beberapa peraturan tentang hal tersebut diantaranya Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika, ratifikasi konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika 
dan psikotropika dengan undang-undang Nomor 7 tahun 1997 dan konvensi psikotropika 
Tahun 1971 dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1996 serta peraturan perundang-
                                                          
2 Hebdrojono, Kriminologi, Pengaruh dan Perubahan Masyarakat dan Hukum, hal, 29, Srikandi,  Surabaya 
2005 
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undangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan peraturan perundang-
undangan tersebut penegakan hukum memiliki dasar hukum yang kuat dan tegas untuk 
menindak para pelaku baik pembuat, pengedar, penyimpan, pemilik maupun pengguna 
yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan berlaku. 
 
PERUNDANG-UNDANGAN NARKOBA DI INDONESIA 
Kebijakan penanggulan bahaya dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah 
dimulai sejak berlakunya ordonansi obat bius (verdoo vende middelen ordonnantie, stbl. 1927 
No.278 J0. No 536). Ordonasi ini kemudian diganti dengan UU No 9 th 1976 tentang 
Narkotika yang dinyatakan berlaku  sejak 26 Juli 1976. dalam perkembangan terakhir, UU 
No 9/76 inipun kemudian diganti dengan UU No 22/97. sementara itu, unutk 
menanggulangi penyalahgunaan obat atau zat psikotropika telah pula dikeluarkan UU No 
5/97 tentang Psikotropika. Lahirnya kedua UU itu didahului dengan keluarnya UU No 
8/96 tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika 1971 dan UU No 7/97 tentang Pengesahan 
Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Perangkat 
perundangan-undangan untuk memberantas narkoba itu (UU No 5/97 dan UU No 22/97 
juga dilengakpi dengan berbagai PerMenkes (Peraturan Menetri Kesehetan, antara lain 
tentang peredaran psikotropika (PerMenkes 688/MenKes/Per/VII/1997) dan tentang 
Ekspor dan Impor Psikotropika (PerMenkes No 785/MenKes/Per/VII/1997).3 
 
B. GAMBARAN TENTANG NARKOTIKA 
1. PENGERTIAN NARKOTIKA 
Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris 
“NARCOTICS” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “NARCOSIS” dalam 
bahasa Yunani yang berarti menidur atau membiuskan. 
Narkotika sebenarnya sudah dikenal sejak dahulu, berawal dari pengenalan 
opium atau candu di Mesotopotamia, 5000 – 6000 tahun sebelum masehi. Menyusul jenis 
lainnya seperti kokain, ganja, meskalin, psilosibin, kafein, nikotin, dan seterusnya.  
                                                                                                                                                                   
 
3 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, hal 193, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 
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Kemudian dari obat-obat atau zat-zat tersebut dibuatlah bahan semi sintesis dan 
sintesisnya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan 
rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-
golongan. 
Adapun penggolongan daripada narkotika di bagi dalam tiga golongan yaitu: 
Narkotika Golongan I : adalah narkotika yang hanya dapat digunakan 
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 
dan tidak digunakan dalam terapi, serta 
mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan.  Termasuk narkotika golongan I, 
misalnya, tanaman candu (papaver somniverum L), 
opium mentan, tanaman koka, tanaman ganja 
(cannabis) dan sebagainya. 
Narkotika Golongan II   : adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan 
digunakan sebagia polithan terakhir dan dapat 
digunakan dalam terapi dan/atau tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan 
ketergantungan.  Termasuk dalam narkotika 
Golongan II, misalnya Alfasetil metadol, 
metadona, morfin metabromida dan sebaginya. 
Narkotika Golongan III : adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan 
banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan serta 
mempunyai potensi ringan mengakibatkan 
ketergantungan.  Termasuk dalam narkotika 
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golongan III, misalnya kodeina, propiram dan 
sebagainya. 
 
2. AKIBAT YANG DITIMBULKAN DARI PENGGUNAAN NARKOTIKA 
Zat yang terkandung dalam narkotika, mempunyai pengaruh besar pada diri 
manusia, baik secara mental maupun fisik.  Seringkali pengaruh tersebut membuat manusia 
seolah-olah berpindah ke alam lain sehinga dapat melupakan rasa sakit maupun beratnya 
tekanan hidup.  Secara umum sifat khas yang ditimbulkan oleh zat-zat tersebut, adalah: (a) 
Sebagai stimulan yaitu zat-zat yang menimbulkan efek mengaktifkan kerja susunan saraf 
pusat pada pemakainya. (b) Sebagai halusinogen yaitu zat yang menimbulkan efek 
halusinasi atau angan-angan pada pemakainya. (c) Sebagai analgesic yaitu zat yang 
menimbulkan efek menghilangkan rasa sakit. 
Dalam hal ini, kami akan memberikan sedikit beberap gambaran dari dampak yang 
ditimbulkan akibat penggunaan beberapa jenis narkotika, seperti opium, kokain, dan ganja.  
Ketiga contoh ini sengaja diambil karena sudah sangat dikenal dalam lingkungan 
pergaulan remaja-remaja sekarang. 
a. Opium 
Bagi para pengguna narkotika jenis ini, akibat yang ditimbulkan adalah, 
timbulnya rasa takut (apatis), dalam berbicara agak cedal, kesadaran menurun, 
mual, muntah, sesak nafas, kejang dan lain sebagainya.  Bagi pemakai yang sudah 
mengalami tingkat ketergantungan atau kecandauan tanda-tanda yang terdapat 
pada diri orang yang bertipe seperti ini adalah rasa cemas, gelisah, mudah 
tersinggung, lemas, rasa nyeri ditulang dan sendi, kram perut, tidak ada selere 
makan. 
b. Kokain 
Pemakai dari narkotika jenis kokain ini, akan mengalami gangguan fisik dan 
peilaku. Perlu diketahui bahwa daya kerja dari kokain ini kurang lebih satu jam 
lamanya. Setelah pemakai menggunakan barang jenis ini beberapa menit setelah 
satu jam tersebut akan terlihat bebarap gejala, diantaranya tekanan darah 
meningkat, berkeringat, panas dingini, suhu badan naik, mual, muntah, 
halusinasi, panik, neri, dada, agresif, banyak bicara, mulut kering, percaya diri, 
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selera makan berkurang, bergerak terus. Bila overdosis bisa mengakibatkan 
kejang, sesak nafas bahkan kematian. 
c. Ganja 
Pemakai dari narkotika jensi ganja, gejala yang muncul adalah mulut kering, nilai 
ambang rasa sakit menurun, gelisah, banyak keringat, mata merah, sering 
kencing, nafsu makan meningkat, sering bingung, perasaan melambung, 
perubahan proses berfikir, percaya diri, emosi labil, daya ingat menurun, depresi, 
cemas, mengantuk dan lain sebagainya. 
 
3. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA 
Dari penggolongan tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa narkotika merupakan 
zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan bagi pelayanan kesehatan dan kepentingan 
pengobatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan.  Dengan demikian bagi siapa 
saja yang menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan dan atau memproduksi 
narkotika tidak untuk kesehatan, tanpa ijin dinas kesehatan atau bukan untuk tujuan 
kesehatan dan ilmu pengetahuan sebagaimana dilarang oleh undang-undang dianggap 
sebagai “PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”. Penyalahgunaan narkotika dapat 
dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. 
Dalam benak kita mungkin timbul pertanyaan, kenapa orang menggunakan 
narkotika. Banyak hal yang menjadi sebab kenapa orang ingin mengunakannya, misalnya, 
rasa ingin tahu, untuk menambah rasa percaya diri, agar lebih jago dalam berhubungan sex, 
menghilangkan beban bathin, untuk menyatakan kebebasan kedewasaan, untuk 
menghilangkan kebosanan, dipaksa, dan lain sebagainya. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita kategorikan beberapa faktor yang 
menjadi penyebab timbulnya kejahatan dibidang narkotika antara lain: 
1. Faktor yang bersumber dari dalam diri individu 
a. Sifat khusus dalam diri individu  
yaitu keadaan psikologis, sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan 
antara lain: sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental 
b. Sifat umum dalam diri individu, antara lain: umur, seks, kedudukan atau 
status individu dalam masyarkat, pendidikan.  
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2. Faktor yang bersumber dari luar diri individu 
a. Faktor ekonomi 
b. Faktor sosial dan budaya 
c. Faktor agama. 
Dalam hal kebijakan kriminalisasi, perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai 
tindak pidana antara lain: 
1. Memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaaan, menguasai 
a. Ketentuan pidana terhadap barangsiapa yang tanpa hak dan melawan hukum 
menanam, memelihara, mempunyai dalam persedian, menyimpan atau 
mengusai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman; atau memiliki 
menyimpan untuk dimiliki atau untuk persedian, atau mengusai narkotika 
golongan I bukan tanaman, di ancam dengan pidana penjara paling lama 10 
tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.  SEDANGKAN 
Barangsiapa yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, 
mempunyai dalam persedian, menyimpan atau mengusai narkotika golongan 
II, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling 
banyak dua ratus lima puluh juta.  SEDANGKAN barangsiapa yang tanpa hak 
dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persedian, 
menyimpan atau mengusai narkotika golongan III, diancam dengan pidana 
penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.  
b. Terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan pemufakatan jahat terhadap 
narkotika golongan I diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun 
dan paling lama 12 tahun dengan denda paling sedikit dua puluh lima juta 
rupiah dan paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah. SEDANGKAN 
terhadap golongan II diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun 
dan denda paling banyak empat ratus juta rupiah. SEDANGKAN terhadap 
narkotika golongan III diancam dengan pidana paling lama 7 tahun dan denda 
paling banyak seratus lima puluh juta rupiah. 
c. Apabila tindak pidana narkotika masing-masing dilakukan secara 
terorganisasi terhadap golongan I dipidana dengan penjara paling singkat 3 
tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit seratus juta 
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rupiah dan paling banyak dua miliar lima ratus juta rupiah. SEDANGKAN 
terhadap golongan II dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling 
banyak dua miliar rupiah.  SEDANGKAN terhadap golongan III dipidana 
penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak empat ratus juta 
rupiah. 
d. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, masing-masing: 
golongan I, pidana denda lima miliar rupiah, golongan II, tiga miliar rupiah. 
Golongan III, satu miliar rupiah. 
2. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, 
menyediakan  
a. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengolah, 
mengekstraksi, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika golongan 
I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak satu miliar 
rupiah. SEDANGKAN Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum 
memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan narkotika 
golongan II, dipidana penjara palign lama 15 tahun dan denda paling banyak 
lima ratus juta rupiah. SEDANGKAN Barang siapa tanpa hak dan melawan 
hukum memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit atau menyediakan 
narkotika golongan III, dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun dan 
denda paling banyak dua ratus juta rupiah. 
b. Apabila tindak pidana narkotika tersebut dilakukan denga permufakatan 
jahat, terhadap masing-masing, dipidana dengan pidana mati atau pidana 
seumur hidup atau pidana penjarang paling singkat 4 tahun dan paling lama 
20 tahun dengandenda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak 
dua miliar rupiah. SEDANGKAN terhadap golongan II dipidana penjara 
paling lama 18 tahun dan denda paling banayk satu miliar rupiah. 
SEDANGKAN terhadap golongan III dipidana penjara paling lama 10 tahun 
dan denda paling banyak empat ratus juta rupiah. 
c. Apabila tindak pidana narkotika maing-masing dilakukan secara terorganisasi, 
terhadap golongan I di pidana dengan pidana mati atau pidana penjara 
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seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun 
dan denda paling sedikit lima ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar 
rupiah. SEDANGKAN terhadap golongan II pidana penjara paling lama 20 
tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah. SEDANGKAN terhadap 
golongan III pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak dua miliar 
rupiah. 
d. Apabila tindak pidana narkotika masing-masing dilakukan oleh korporasi, 
terhadap golongan I dipidana denda paling banyak tujuh miliar. Golongan II 
pidana denda empat miliar rupiah. Golongan III pidana denda tiga miliar 
rupiah. 
3. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito 
a. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, 
mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I dipidana penjara paling 
lama 15 tahun dan denda paling banyak tujuh ratus lima puluh juta rupiah. 
SEDANGKAN Golongan II dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling 
banyak lima ratus juta rupiah. SEDANGKAN golongan III dipidana penjara 
paling lama 7 tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah. 
b. Apbila tindak pidana tersbeut didahului dengan permufakatan jahat, masing-
masing, golongan I, pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 18 
tahun dan denda paling sedikit seratus juta rupiah paling banyak dua miliar 
rupiah. SEDANGKAN golongan II, pidana penjara 12 tahun dan denda paling 
banyak satu miliar rupiah.  SEDANGKAN golongan III, di pidana penjara 
paling lama 9 tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. 
c. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan secara terorganisasi, masing-masing: 
terhadap golongan I, pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau 
pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda 
paling sedikit lima ratus juta rupiah dan paling banyak empat miliar. 
SEDANGKAN golongan II, pidan apenjara 15 tahun dan denda paling banyak 
dua miliar rupiah.  SEDANGKAN gologan III, pidana penjara paling lama 10 
tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. 
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d. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi, masing-masing: 
golongan I, pidana denda lima miliar rupiah. Golongan II, pidana denda tiga 
miliar rupiah. Gologan III, pidana denda dua miliar rupiah. 
4. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, 
membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau 
menukar narkotika 
a. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, 
menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika 
golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak satu miliar 
rupiah. SEDANGKAN golongan II, di pidana penjara paling lama 15 tahun 
dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah. SEDANGKAN golongan III, 
di pidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak lima 
ratus juta rupiah. 
b. Apabila tindak pidana narkotika tersebut dilakukan dengan permufakatan 
jahat, terhadap masing-masing, di pidana mati atau pidana seumur hidup atau 
pidana penjarang paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan 
denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak dua miliar 
rupiah. SEDANGKAN terhadap golongan II dipidana penjara paling lama 18 
tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. SEDANGKAN terhadap 
golongan III dipidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 
tujuh ratus lima puluh juta rupiah. 
c. Apabila tindak pidana narkotika maing-masing dilakukan secara terorganisasi, 
terhadap golongan I dipidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama 20 tahun dan denda paling 
sedikit lima ratus juta rupiah dan paling banyak tiga miliar rupiah. 
SEDANGKAN terhadap golongan II pidana penjara paling lama 20 tahun dan 
denda paling banyak empat miliar rupiah. SEDANGKAN terhadap golongan 
III pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah. 
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d. Apabila tindak pidana narkotika masing-masing dilakukan oleh korporasi, 
terhadap golongan I di pidana denda paling banyak tujuh miliar. Golongan II 
pidana denda empat miliar rupiah. Golongan III pidana denda tiga miliar 
rupiah. 
Ancaman pidana khusus hanya tercantum dalam perumusan delik-delik tertentu, 
yaitu sebagai berikut: 
NO PASAL – UU PENJARA DENDA 
1. 59 (1) UU ; 5/97 4-15 jt 150 jt-750 jt 
2.  78 (2) UU ; 22/97 2-12 th 25- jt-750 jt 
3.  78 (3) UU ; 22/97 3-15 th 100 jt-2,5 M 
4.  80 (2a) UU ; 22/97 4-20 th 200 jt- 2 M 
5.  80 (3a) UU ; 22/97 5-20 th 500 jt- 5 M 
6.  81 (2a) UU ; 22/97 2-18 th 100 jt- 2 M 
7.  81 (3a) UU ; 22/97 4-20 th 500 jt- 4 M 
8. 82 (2a) UU ; 22/97 4-20 th 200 jt- 2 M 
9. 82 (2a) UU ; 22/97 5-20 th 500 jt- 3 M 
10. 87 UU ; 22/97 5-20 th 20 jt -600 jt 
 
Kebijakan mencantumkan ancaman pidana mininal khusus merupakan 
penyimpangan dari sistem KUHP. Dalam merumuskan ancaman pidana, KUHP menganut 
sistem maksimal. Oleh karena itu, aturan/sistem pemidanaan dalam KUHP berorientasi 
pada sistem maksimal. Tidak ada aturan/sistem pemidanaan untuk menerapkan sistem 
minimal khusus.4 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 selain mengatur tentang keempat hal 
tersebut di atas, sanksi hukum juga dijatuhkan terhadap beberapa tindakan yang dianggap 
melanggar hukum, seperti menggunakan atau memberikan narkotika terhadp orang lain, 
menggunakan narkotika bagi diri sendiri, orang tua atau wali pecandu yang tidak 
melaporkan tindakan yang diperbuat oleh anaknya atau anak di bawah perwaliannya, 
                                                          
4 Barda Nawawi Arief, Kebijakan dan Penanggulangan Kejahatan, hal 201, Citra Aditya Bakti, Bandung 
 
2001 
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pecandu narkotika yang cukup umur tapi tidak melapor, menghalangi atau mempersulit 
penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan perkara tidnak pidana dan lain-lain.   
 
C. PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA SEBAGAI 
KRIMINOLOGI 
Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kejahatan. Kejahatan secara yuridis 
formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, 
merugikan masyarakat, melanggar hukum.  
Kejahatan dalam kaitannya dengan kriminologi dapat dibaca dari pendapat 
Moeljatno ketika mendefinisikan tentang kriminologi. Menurut beliau, Kriminologi 
merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya 
yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.5 
Kriminologi terdiri dari dua kata, Crime dan Logos yang artinya kejahatan dan ilmu 
pengetahuan, jadi kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan. Kriminologi dan arti luas; 
1. Berdasarkan pendekatan diskriptif : 
Pendekatan secara diskriptif, berarti menjelaskan pengertian kriminologi 
dengan cara observasi atau pengamatan, tentang : 
a. Bentuk dan tingkah laku kejahatan. 
b. Cara kejahatan di lakukan, 
c. Frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, 
d. Ciri-ciri khas pelaku, seperti usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. 
e. Perkembangan karir seorang penjahat. 
f. Dalam pendeketan diskriptif penelitian tidak boleh dilakukan dengan 
cara random dan fakta yang diperoleh harus ditafsir, supaya 
mendapatkan pengertian secara umum.6 
Berkaitan dengan kejahatan narkotika, maka barang siapa dari anggota masyarakat 
yang berada di Indonesia yang dengan sengaja, menggunakan, mengedarkan, 
                                                                                                                                                                   
 
5 Hebdrojono, Kriminologi, Penagaruh dan Perubahan Masyarakat dan Hukum, hal, 29, Srikandi,  Surabaya 
2005 
 
6 Sigid Riyanto, Kuliah Kriminologi, Fakultas Hukum UGM,  Yogyakarta, 06 April 2006 
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memperdagangkan, dan memproduksi narkotika secara illegal dapat dianggap sebagai 
“kejahatan narkotika”. 
Banyaknya kejahatan baru (inkonvensional) yang terjadi belakangan ini, yang tidak 
diatur dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana, dalam ketentuan pasal 103 KUHP 
dan Pasal 284 ayat (2) KUHAP memungkinkan adanya hukum pidana khusus di luar 
KUHP.  Pasal 103 KUHP menyatakan: 
Ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-
perbuatan yang oleh ketentuan perundangan-undangan lainnya diancam dengan pidana, 
kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. 
 
Di dalam Pasal 284 KUHAP ayat (2) mengatur: 
Dalam waktu 2 tahun setelah undang-undang ini diundangakan maka terhadap semua 
perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian undang-undang 
sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-
undang tertentu sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. 
Salah satu dari hukum pidana khusus tersebut adalah bidang peredaran gelap dan 
penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. 
Dengan dikeluarkannya undang-undang ini merupakan salah satu langkah dalam menekan 
dan mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. 
Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang 
tergolong baru, dan dampaknya sangat besar baik terhadap individu, masyarakat, bangsa 
dan negara. Berbagai macam sanksi hukum yang diancamkan kepada para pemakai, 
pengedar dan yang memproduksi barang-barang berbahaya ini. Mulai dari hukuman 
kurungan dan hukuman denda serta hukuman mati. Bahkan dalam tidak jarang dalam 
beberapa putusan yang dikeluarkan oleh hakim, para pelaku kejahatan bidang narkotika ini 
dihukum dengan hukuman mati. 
Para pemakai atau pengguna narkotika bagi dirinya terhadap golongan I di pidana 
penjara paling lama empat tahun, golongan II pidana 2 tahun dan golongan III pidana 1 
tahun. Kadangkala atau seringkali para pemakai misalnya dalam suatu kesempatan 
tertentu memberikan narkotika kepada orang lain, hal ini juga diancam pidana penjara dan 
pidana denda, yang masing bervariasi mulai dari 15 tahun dan denda tujuh ratus lima 
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puluh juta rupiah (golongan I), 10 tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah 
(golongan II) dan paling lama 5 tahun dengan denda dua ratus lima puluh juta rupiah 
(golongan III). 
Dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam pengalaman yang terjadi, ada orang 
tua yang mana anaknya atau anak dibawah perwaliannya (masih di bawah umur) terlibat 
sebagai pemakai narkotika, tetapi karena takut untuk melaporkan kegiatan anaknya, secara 
hukum orang tua atau wali tersebut dapat dikenai sanksi hukum dengan pidana penjara 6 
bulan dan denda satu juta rupiah.  Alasan yang dijadikan dasar oleh orang tua untuk tidak 
melaporkan anaknya tersebut, tentu sangat beralasan, yaitu ketakutan kalau anaknya 
ditangkap dan dipenjara. Sehingga akhirnya jalan yang diambil adalah membiarkan dan 
menyembunyikan tindakan anak tersebut.  Hal ini tentu sangat merugikan posisi dari orang 
tua atau wali tersebut. Dengan melaporkan tindakan anaknya yang kecanduan, tidak 
dituntut pidana.  
Lantas bagaimana halnya dengan para pecandu yang telah cukup umur.  Kalau 
mereka tidak melaporkan diri sebagai pecandu maka anak tersebut dapat dijatuhi pidana 
penjara 6 bulan atau denda paling banyak dua juta rupiah.  Oleh karenanya perlu 
dilaporkan oleh keluarganya. Kalau tidak dilaporkan oleh keluarganya, dapat dikenai 
sanksi pidana penjara 3 bulan atau denda satu juta rupiah. 
Terhadap para pecandu narkotika, dalam ketentuan undang-undang tentang 
narkotika ini, untuk kepentingan pengobatan dan atau perawatan pengguna yang 
tergolong sebgai pecandu dapat memiliki, menyipan, dan atau membawa narkotika. 
Pengguna narkotaika harus mempunayi bukti bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, 
dan atau dibawa untuk digunakan diperleh secara sah. 
Namun demikian, setiap pecandu tentunya harus wajib menjalani pengobatan dan 
atau perawatan. Perlu juga diketahui bahwa masa menjalani pengobatan dan atau 
perawatan bagi pecandu narkotaika diperhitungkan sebagai bagian  masa menjalani 
hukuman penjara. Program seperti ini sangat penting. Mengingat, banyak kasus-kasus yang 
terjadi, khususnya dikalangan masyarakat kelas atas, teristimewa dilingkungan 
selebriti/artis, menginginkan kasus narkoba lebih dipusatkan pada aspek rehabilitasi. 
Kasus Roy Marten, yang belum lama merebak kasusnya sebagimana kita saksikan dilayar 
televisi. 
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Oleh pengacaranya, ingin sang aktor ini tidak usah dipenjara tapi langsung 
direhabilitasi. Gagasan ini memang sangat masuk akal, karena pemakai narkoba adalah 
masuk kategori korban. Sebagai korban mereka mengalami ketergantungan terhadap obat-
obat terlarang tersebut. Tapi diantara para praktisi hukum lainnya, memandang cara ini 
sangat diskriminatif. Mengapa? Karena beberapa artis lainnya yang pernah dipenjara tidak 
dibebaskan dengan melalui program rehabilitasi, hingga dilepas. 
Menurut penulis, kebijakan hukum harus mengawinkan keduanya, yaitu konsep 
penghukuman yang menimbulkan sifat jera, disertai dengan program rehabilitas, yaitu 
pendidikan/pembinaan supaya tidak terjerat lagi dalam lingkungan yang membahayakan 
masa depannya. Adapaun terhadap berapa lama masa penjara dengan masa rehabilitasi, 
harus dilihat seberapa besar kuakitas kejahatan yang dilakukannya. Kalau ia sebagai 
pengguna narkoba dengan kecanduan berat, alangkah baiknya sifat rehabilitasi lebih 
dikosentrasikan dengan jangka waktu yang lebih lama, ketimbang mereka yang 
menggunakan obat terlarang dengan kadar rendah. 
 
PENILAIAN DAN PENERAPAN HUKUM 
Penentuan terhadap pengobatan dan atau perawatan dari pecandu yang terbukti 
bersalah atau tidak terbukti bersalah ini dilkaukan oleh hakim. Selain itu pihak keluarga 
dari pecandu yang cukup umum atau belum cukup umur juga dapat melaporkan kepada 
pemerintah atau pejabat yang ditunjuk tentang derita yang dialami anaknya. Usaha-usaha 
ini dimaksudkan untuk menghindari jeratan hukum bagi anak-anak yang belum atau 
sudah cukup umur untuk terjerat pidana. 
Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang sangat diperhatikan oleh 
pemerintah. Demikian dalam perhatian pemerintah terhadap kejahatan narkotika ini, 
sehingga dalam perkara mengenai narkotika ini didahulukan dari perkara lain untuk 
diajukan ke pengadilan guna penyelesaiannya secepatnya. 
Namun demikian, pemberantasan narkotika ini tidak cukup hanya dengan 
percepatan ditingkatan pengadilan, peran polisi dan para penyidik hukum lainnya untuk 
segera membongkar kasus ini adalah faktor yang juga sangat menentukan. Untuk itu, 
kepolisian dalam hal ini diberikan wewenang yang cukup luas untuk membongkar 
kejahatan narkotika, misalnya, wewenang untuk membongkar setiap barang kiriman 
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melalui pos dan alat-alat perhubungan lainya yang diduga keras mempunyai hubungan 
dengan tindak pidana narkotika yang sedang dalam penyidikan, menyadap pembicaraan 
melalui telepon terhadap pembicaraan orang yang diduga keras melakukan pembicaraan 
yang ada hubungannya dengan kejahatan narkotika (waktu penyadapan 30 hari), 
penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup melakukan tindak pidana narkotika untuk palign lama 24 jam.  Jika waktu ini tidak 
cukup maka atasan dari penyidik tersebut dapat memberikan perpanjangan waktu 
penangkapan paling lama 48 jam.  Tidak hanya itu, seringkali polisi juga melakukan 
jebakan-jebakan kepada para tersangka dengan pura-pura melakukan transaksi 
narkotika.Hal ini dalam ketentuan undang-undang diperbolehkan. 
 
D. PENUTUP 
Narkotika adalah barang yang sangat berbahaya. Hidup matinya nasib anak negeri 
ini akan sangat tergantung pada ada atau tidak adanya narkotika dalam kehidupan 
masyarakat kita. Berani untuk mengatakan “TIDAK” pada narkotika adalah salah satu 
harapan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi umat manusia. 
Perlu Lakukan Amandemen Undang-undang  narkotika dan psikotropika. 
Undang-Undang Narkotika No mor 22 tahun 1997 dan UU Psikotropika No 5/1997 perlu 
diamandemen. Kedua undang-undang itu tidak menempatkan pemakai napza (narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya) sebagai korban, sehingga segala upaya untuk 
mengurangi dampak buruk dari pemakaian napza agak sulit dilakukan.  
Selama ini pemakai napza juga ikut ditangkap aparat keamanan. Padahal, 
seharusnya yang ditangkap itu adalah pengedar. Pemakai itu hanya korban. Oleh karena 
itu, perlu dilakukan amandemen terhadap kedua UU tersebut, agar upaya pengurangan 
dampak buruk bisa dilakukan segera.7  
Masalah narkotika merupakan ‘Fenomena Gunung Es’, di mana muncul sedikit 
dipermukaan tetapi makin kuat dibawahnya. Artinya sedikit yang terungkap akan tetapi 
masih banyak pula yang belum terungkap oleh para pihak kepolisian dan aparatur hukum 
lainnya. Berbagai kesulitan yang timbul dalam penanganan dan pemberantasan masalah 
narkotika tidak hanya menjadi masalah aparatur hukum semata, tetapi juga menjadi 
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permaalahan kita bersama. Untuk itu peran serta dari masyarakat merupakan dukungan 
besar yang sangat dibutuhkan untuk membersihkan kehidupan masyarakat kita dari 
narkotika dan dampaknya. 
Menempatkan bahwa masalah narkotika dan psikotropika dalam kriminologi 
sebagai persoalan yang sangat urgen di dalam perhatian masyarakat, walaupun di atur 
dalam pidana khusus, seorang pelaku dapat merupakan ancaman yang sangat berat. 
Mengingat kebijakan perundang-undangan merupakan tahap awal dari perencanaan 
penggulangan kejahatan, maka wajarlah apabila kebijakan Legislatif merupakan bagian 
dari kebijakan kriminal, antara lain mampu melakukan perbaikan terhadap pelaku 
kejahatan itu sendiri (rehabilitation of criminals).8 Dengan demikian, apabila ternyata 
kejahatan tidak berkurang tetapi malah meningkat khsusunya narkotika dan  maka hal ini 
dapat dilihat sebagai petunjuk atau tidak tepatnya lagi kebijakan perundang-undangan 
yang ada. Terlebih apabila perundang-undangan itu sendiri menjadi faktor timbulnya 
kejahatan. 
Disamping itu masih adalagi faktor-faktor yang dapat menanggulangi terhadap 
kecanduan narkotika dan psikotropika. Remaja membicarakan masalahnya dengan rekan 
sebaya. Organisasi agama, khususnya kelompok pemuda jangan tidak tahu tentang 
penanggulangan masalah Narkoba. Mereka dapat berperan merangkul sesamanya yang 
menghadapi kesulitan. Dengan demikian, remaja belajar bertanggungjawab. 
Adapun beberapa upaya pencegahannya dapat diuraikan sebagai berikut:  
 Mengorganisir kelembagaan masalah penanggulangan remaja yang terdiri dari 
para ahli dan pemuka pemuda atau pemuka agama.  
 Memperbanyak upaya pendidikan dan latihan penanggulangan masalah 
Narkoba dan kenakalan remaja untuk tokoh pemuda dan pemuka agama.  
 Bergabung dengan kelompok lain dalam upaya mengkampanyekan program 
upaya penanggulangan masalah Narkoba dan kenakalan remaja.  
                                                                                                                                                                   
7 www.kompas.com Selasa, 7 Agustus 2001 
8 Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, hal, 199, Alumni, Bandung, 
2005 
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 Menyediakan kolom informasi penanggulangan masalah Narkoba, Miras, 
Aids/HIV dan kenakalan remaja dalam buletin pemuda dan kalau perlu 
membentuk suatu pusat informasi.        
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